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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa vang kaya akan berbagai macam kekayaan alam,
Sebagian besar masyarakatnyva mendasarkan hidup pada bidang pertanian. Oleh
karena itu, tanah yang merupakan bagian dari kekayaan alam dalam kehidupan
manusia memegang peranan yang sangat penting, seperti halnya mendirikan
rumah, sektor pertanian/perkebunan/perindustrian serla pembangunan jalan dan
scbagainya. Dengan adanya pertambahan penduduk maupun perkembangan
ckonomi, maka kebutuhan akan tanah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan

akan terus meningkat,’

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan, vaitu merupakan
salah satu sumber kehidupan bagi manusia, Karena sebagian besar kehidupan
manusia bergantung pada tanah. Dapat dikatakan bahwa setiap sant manusia
berhubungan denpgan tanah, Manusia dimanaupun berada di muka bumi ini
memerlukan tanah antars lain sebagai tempat bercocok tanam, tanah
menghasilkan hasil bumi yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan
manusia, mendirikan rumah/tempat tinggal, membangun gedung-gedung, tempat

mdustri, sarana transportasi dan lain sebagainya vang tidak dapat dilepaskan dari

' Bunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuon Hukem Tonah,
Bendung : Alumni, 1998, him 8.



fungsi dan kegunaan dari tanah. Bahwa tanah it hanva merupakan salah satu
bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi staupun di twbuh bumi, Sebutan
kata “tanah”™ menurut hukum tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu

pengertian yang telzh diberi batasan resmi oleh UUPA,

Undang-Undang I'fusa.r 145 dalam Pasal 33 avat (3) telah memberikan landasan
bahwa bumi, air, serta kekavaan alam vang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan unuk sebesar-besarnya kemakmuran rakval., Untuk itu
Negara selaku Badan Pengussa berusaha  semaksimal mungkin - untuk
memanfaatkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayvaan
alam guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan
dengan predikat yang telah melekat pada Negara Indonesia vaitu sebagai Negara
Hukum, maka semua kegiatan pembangunan di Indonesia harus didasarkan pada
suatu ketentuan hukum. Kehadiran hukum memang mutlak diperlukan agar
pembangunan dapat berjalan lancar dan dapat dihindarkan terjadinya perbenturan
kepentingan, khususnya perbenturan kepentingan dalam soal tanah. Wewenang
Negara didalam pengaturan di bidang agraria ditujukan daiam rangka mencapai
apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan terutama cita-cita kepastian
hokum sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannva secara

aman dengan adanya jaminan perlindungan oleh Undang-Undang,

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas
tanah serta menjaga jangan sampai timbul masalah atau sengketa tanah, Undang-
Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk

melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia vang

e



terdapat dalam Pasal 1% ayat (1) UU No, § Tahun 1960 Undang-Undang Pokok
Agraria: “Untuk menjamin  kepastian hukum oleh Pemerintah  diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menunut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah™ Pasal ini merupakan
landasan hukum bagi pendafiaran tanah khususnya pendafataran tanash vang
dilakukan oleh Pémerintah. Sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No, 5 Tahun
1960 maka dikelvarkan Peratwran Pemerintah Nomor |0 Tehun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”

Penyelenggaraan Pendaftaran tanah merupakan tugas Negara. Pendaftaran tanah
dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan
Jaminan kepastion hukum dibidang pertanahan. Pelaksanaan Pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kantor Pertanahan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor
Pertanghan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No, 24 Tahun 1997,

Pemberian jaminan kepastian hukum  dibidang pertanahan  pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas vang
dilaksanakan secars konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.
Dalam menghadapi kasus-kasus konkret, diperlukan juga terselenggaranva

pendaftaran tanah vang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk

' Dalam Pasal | PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
vuridis, dalam bentuk peta dan dafiar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-soiean rumah
susun, termasuk pemberian setipikat sebagai surat tanda bukti boknya bagl bidang-bidang tanah
vang sudah ada hakova dan bak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak rerenw yvang
membehaninya®,



dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak
vang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh
keterangan vang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum
vang akan dilakukan. Bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan

pertanahan,”

Program-program pemerintah vang terkait dengan kebijaksanaan pertanahan,
yaitu khususnya pada penyelenggarsan tertib administrasi pertanahan, seperti
penerbitan sertipikat hak-hek atas tanah vang terbagi atau terdiri dari bermacam-
macam hak atas tanah diantaranya: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB),
Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan masih banvak lagi. Hak Milik
atas tanah, sudah pasti merupakan macam atau status hak atas tanah yang paling
tinggi derajatnya bila dibanding dengan macam atau status hak lainnyva. Hak Milik
adalah hak yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara, dan karenanva ia
mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila dibanding dengan macam atau

status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah vang sama kualitasnya.®

Kepemilikan ates tanah yang dibuktikan atas sertifikat hak atas tanah vang
diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat saja beralih dan dialihkan
kepada pihak lain. Peralihan hak-hak atas tanab dari satu pihak kepada pihak lain
harus didaftarkan sebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

: Soedharyo Soimin, Srams Hak dan Pemibebasan Tanok, Edisi Kedus, { Jakara ;| Sinar
Geafik, 2004 ), Hlm. 159.

 Herman Hermit, Cara Mewperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Taneh Negara, dan
;T:& FPemda, Teori Frakiek Pendgfiaran Tavah ai Indowesia, { Bandung : Monder Maju, 2004 §,



Penyelenggaraan Pendaftaran tanah vang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997
kemudian  dielaborasikan  lebih lanjut  dengan Peraturan Menteri Negara
Apraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Agraria’Kepala Badan Pertanahan MNasional Momor 8 Tabhun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan
MNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Peralithan hak atas tanah yang wajib didaftarkan di kantor pertanahan pada taturan
pelaksanaannya sangal mungkin menimbulkan kondisi tertentu yang berbeda dari
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah, Misalkan
berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah
dan hak. milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindshan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanva dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa:
Dalam keadaan tertentu schegaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala
Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik,
dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan
tersebut kadar kebenarannys dianggap cukup uniuk mendaftar pemindahan hak

yang bersangkutan. Jika dilihat pada penjelasan Pasal 37 dapat diketahui bahwa



pengecualian tersebut perlu dibenikan dalam keadaan tertentu vaitu untuk daerth-
daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara, untuk memudahkan
rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah, Ketentuan Pasal 37
tersebut seringkali dikesampingkan oleh kantor pertanahan, sehingga meskipun
tanpa dibuktikan dengan akta vang dibeat oleh PPAT peralihan hak tersebur tetap

dapat didaftarkan.

Contoh lain dalam hal peralihan hak karena waris, terdapat kebijakan dari kantor
pertanahan tertentu yang mensyvaratkan akta pembagian hak bersama {APHB)
yvang dibuat dihadapan PPAT khusus untuk bidang tanah vang sudsh
terdaftar/sudah memiliki sertifikat yang ahli warisnya lebih dari satu orang dan
para ahli waris sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada salah
satu ahli waris tertentu” jika ingin mendaftarkan peralihan haknya di kantor
pertanabhan. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997,
sehingga cenderung mempersulil masyvarakat yang ingin mendaftarkan peralihan
haknya. Berdasarkan uraian rtersebut di atas, peneliti tertarik untok meneliti

implikasi hukum kebijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di otas maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah:

. Bagaimanakah pengaturan pendaftaran tanah dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia?

* Persuyarutan ini berlaku pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung,



2. Bagaimanakah implikasi hukum kebijakan kepala kantor pertanahan dalam

pendaftaran tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

4. Mendeskripsikin pengaturan pendaftaran tanah dalam peraturan perundang-
undangan vang berlaku di Indonesia.

b. Menganalisis implikasi hukum kebijakan kepala kantor pertanahan dalam

pendaftaran tanah,

D. Kontribusi Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah diharapkan mampu mengembangkan landasan teori,
konsep, pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan hukum agraria

khususnya mengenai pendaftaran tanah,



BARII

TINJAUAN PUSTAKA

A, Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre vaitu suatu istilah teknis untuk
record (rekaman, menunjukkan kepads luas, nilai dan kemilikan atau lain-lain
atas hak) terhadap suat bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin capistrum
vang bararti register atau capita atau unit vang diperbuat untuk pajak tanah

- . f
Romawi (Caporatio Terrena).

Pengertian lain dari pendaftaran tanah (Cadaster) adalab berasal dari Rudolf
Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan Menteri
Agraria mencoba merumuskan pengertian pendaftaran tanah., Menurutnya
pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah atau pembukuan bidang-bidang tanah
dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang scksama dari

bidang-bidang itu.’

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahuen 1997 memberi pengertian pendafiaran tanah
vaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Pendaftaran Tanah adalah rangkatan

kegiatan  vang  dilakukan oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,

AP Parlindungan, Pendafaran dan Kpnversi Hok-Hak Avay Tanah Menwrr ULPA,
{Rmdun% s Alumni, 1985), Hlim, 2,
Al Achmad Ghomeab, Hukum Agraria (Pertanahan Ihdonesia) jilid 2, {Jakama :
Prestasi Pustaka, 2004}, Hlm. |,



berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,
dan penyajian serta pemelibarasn data fisik dan data vueridis dalam bentuk peta
dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah vang sudah
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serla hak-hak tertentu yang

membebaninya™, -~

Pengetian pendaftaran wnah di atas sejalan dengan definisi pendafiaran tanah
yang diberikan oleh Boedi Hursono, pendaftaran tanah adalah seranpgkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus-menerus dan
teratur berupa keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu,
pengolahan, penyimpanan dan penvajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk

penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.®

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah mengandung

unsur-unsur sebagai berikut:

a) Dilakukan secarn terus-menerus Terus-menerus dimaksudkan apabila sekali
tanah itu didaftar maka setiap terjadi perubahan atas tanah maupun subjeknya
harus ditkuti dengan pendaftaran tanah, Boedi Harsono berpendapat bahwa
kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan vang sekali
dimulai tidak akan ada akhimya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
selalu harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang kemudian hingga

tetap sesuai denpan keadaan vang terakhir,

¥ Boedi Harsono, Hukusr Agraria Indonesia: Eefarah Pembenfwkan Undang-Undang
FPokok Agraria, Isl dan Palpksongannya, (Jakara @ Djambatan, 2005}, him 72,



b) Penpumpulan Data Tanah
Drata yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi 2 (dua) macam vait:
I} Data Fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batas tanahnya dan
luasnya berapa serta bangunan dan tanaman diatasnya,
2) Data Yuridis, yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa vang menjadi
pemegang hak tersebut serta peralihan dan pembebanannya jika ada.
¢) Twuan Tertentu
Pendafiaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian hukum (legal cadaster)
dan kepastian hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19
UUPA. Hal tersebut berbedn dengan pendafiaran tanah sebelum UUPA yang

bertujuan untuk penarikan pajak (fiscal cadasrer)

Realisasi untuk mewujudkan pendafiaran tanah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 UUPA awalnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961,
Kemudian diubah dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah
No.10 Tahun 1961, PP No.24 Tahun 1997 mendapat pengaturan lebih rinci dalam
Peraturan Menteri Negara Apgraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3
Tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaannya,” Diselenggarakannya pendaftaran
tanah membuat para pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui

status atau kedudukan hukum dari pada tanah-tanah tertentu yang dihadapinya,

L% Yahya Harahap, Kediwdwkan Kewewangon dan Adcarg Peradilon (Jakara @ Sinar
Girafika, 2003}, hlm &2
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letak, fuas dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-behan apa yang ada

diatasnya.'”

Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahup 1997 meliputi:

a) Bidang-bidang tanah yang dipunvai dengan Hak M ilik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai;

b) Tanah Hak Pengelolaan:

¢y Tanah Wakaf®

d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

¢} Huk Tanggungan:

f}  Tanzh Negara.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai banyak yang diberikan olch Negara, Tetap
dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah, selama belum
ada pengaturan tentang tata cara pembebannya, maka Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai yang menjadi objek pendafiaran tanah adalah Hak Guna Bangunan
yang diberikan oleh Negara. Berbeda dengan pendaftaran tanah yang lain, dalam
hal tanah Negara pendaftaran tanshnva dilakukan dengan cara membukukan

bidang tanah yang hersangkutan dalam dafiar tanah."’

B. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah harus berdasarkan asas-asas pendaftaran vang ada, Asas

tersebut adalah asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Dalam

" Eddy Ruchiyat, Stctem Pendafiaran Tunah Sehelum dan Sesudah Berlakunya UUAP,
[Banrlamg ¢ Armicao, 1989), him. 37
' Boedi Harsono, Loc Ci, hlm 476,



penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 diketahui keteranpan dari kelima asas tersebut

yaitu:

a)

b)

d}

Asas sederhana dalam pendafiaran tanah dimaksudkan ketentuan-ketentuan
pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh semua
pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan babwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secarn teliti dan cermat sehingga hasilnva dapat memberikan
Jaminan hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah ity sendiri,

Asas  terangkay  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi pihak-pihak vang
memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan Kemampuan
golongan  ckonomi  lemsh, Pelayanan vang  diberikan  dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau aleh para pihak vang
memerlukan,

Asas  mutakhir  dimaksudkan  kelengkapan  vang  memadai  dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data vang
tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk it perlu ditkuti
kewajiban mendafiarkan dan pencatatan perubahanperubahan vang terjadi
dikemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendafiaran tanah secara terus-
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor
pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang nyata di lapangan dan
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data vang benar setiap

saat. Untuk itulah diberlakukan asas terbuka '®

2 Boedi Harsono, Mukwm dgraria fndonesig; Himpunar Peranran-Peraturan Hukum

Fanah, (Jakarta : Diambatan, 2006), ki 557,



Selain asas, kegiatan pendaftaran tanab juga memiliki tujuan tertentu, Menurut

Boedi Harsono, tujuan pendaftaran tanah adalah agar dari kegiatan pendaftaran itu

dapat diciptakan suatu keadaan dimana

a)

b}

13

Oreng-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan mudah
dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa
vang dipunvai dan tanah yang manakah vang dihaki. Tujuan ini dicapai
dengan memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang
bersanghutan;

Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan
yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah
pendaftaran yang bersangkutan (baik ia calon pembeli atau calen kreditur)
yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan yang diberikan
kepadanya oleh calon penjual atau kreditur ity benar. Tujuan ini dicapai

dengan memberikan sifiu terbuka bagi umum pada data yang disimpan.

Pengertian lain berasal dari Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto yang

memberikan 3 (tiga) tujuan pokok pendaftaran tanab sebagai berikut:

a)

Memberikan kepastian objek

Kepastian mengenai bidang teknis yaitu kepastian mengenai letak, Tuas dan
batas-batas tanah vang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan
sengketa dikemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun

pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan.

" Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jukarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995),

Hlm. BO-B1

" Dijoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi PRONA Sebagoi Pelatsanaan

Mekanisme Fumgsi Agraria, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1985), Him, 21,
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b} Memberikan kepastian hak
Ditinjau dari segi yuridis mengenai status haknyva, siapa vang berhak atasnya,
dan ada atau tidaknya hak-haknya dan kepentingan pihak lain atau pihak
ketiga. Kepastian mengenal status hukumnya darn tanah bersangkutan
diperlukan karena dikenal tanah-tanah dengan berbagai macam status hukum,
yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-
kewajiban yang berlainan kepada pihak vang mempunyai hal mana akan
terpengaruh pada harga tanah.

¢} Memberikan kepastian subjek
Kepastian mengenai siapa yang mempunyai diperfukan untuk mengetahui
dengan siapa harus berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukuwm secarn sah mengena ada tidakoyva hak-hak dan kepentinpan pihak
ketiga diperlukan untuk mengetahul perlu atau tidaknya diadakan tindakan-
tindakan tertentu untuk menjamin penguassan dan penggunasn lanah yang

bersangkutan secara efektif dan aman.

Tujuan pendafiaran tanah berdasarkan UUPA  adalah untuk  mendapatkan
kepastion hukum bagi semua orang dan kepastian hak kepada setiap pemegang
hak atas tanah. Adanya hukum tertulis maka pihak-pihak yang bersangkutan jika
memerlukannya akan mudah mengetahui kaidah-kaidah hukumnya dan juga akan
denpan mudah mengetabui  wewenang-wewnang  dan  kewajiban-kewajiban
berkenaan dengan tanah dan sumber-sumber alam lainnya yang dihaki ataw yang
akan dihaki'® Melalui upaya pendafiaran tanah maka pihak-pihak vang

bersangkutan akan dapal mengetahui status dan kedudukan hukum daripada

Y Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sesudah dan Sebelum Berlakunya ULUPA,
(Bandung: Arani, 1973}, hlm 37.
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tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batas, siapa yang mempunyai dan

beban apa yang ada diantaranya,”"

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

a) Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak suatu bidang
wnah satuan rumah susun, hak-hak lain-lain yang terdaftar, agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersanghkutan,

b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam
hal ini termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan
satuansatuan rumah susun yang terdaftar,

¢) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan,

d) Tersclenggaranya pendaftaran tanah secara baik, merupakan dasar perwujudan
tertib administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi
tersebut setiap tansh dan satuan-satuan rumah susun termasuk peralihan,

pembebanan, dan hapusnya wajib didaftar.

- Motonegoro, FPolitk Hukum dan FPembangunan Agravia di Indoresia, {Jakara 1 CV
Pancuran Tujuh, [974), hlm 3.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

AL Pendekatan Masalah

B.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif {dogmatic legal research).
Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan (stafwe approach). Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah

bahan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sebunder. Data sekunder vang dimaksud
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur hukum,
jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan

vang dibahas.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
a} Prosedur Pengumpulan data
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan swdi kepustakaan, Studi

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis
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aturan  perundang-undangan dan literatur  yang berkaitan dengann
permasalahan vang dibahas.

b} Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan cars Klasifikasi data dan editing, data
yang diperoleh diklasifikasikan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan

menyahgkut kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak,

. Analisis Data

Data  wang diperoleh  kemudian dianalisis secara  kualitatif dengan
mendeskripsikan data yang dihasilkan dari kajian normatif kedalam bertuk
penjelasan secara sitematis sehingga dapat diperoleh gambaran vang jelas
tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut  kemudian
disimpulkan secara deduktif, vaitu cara berfikir vang didasarkan fakta-fakta

vang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus,



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam  kegiatan pembangunan, peranan tanah bagi pemenuhan  berbagai
keperluan akan meningkat, baik schbagai tempat bermukim maupun  untuk
kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula  kebutuhan
akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum vang tertulis, lengkap dan jelas
vang dilaksanakan secara Konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperiukan
juga  terselenggaranya pendaftaran  tamah  vang memungkinkan bagi  pam
pemegang hak atas tansh untuk dengan mudah membukiikan bhaknyva atas
tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti
calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan vang
diperfukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan

dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan,'’

" Penjelasen Umum PP Mo. 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah.



Sebagai bentuk realisasi pemberian jaminan  kepastian  hukum di  bidang
pertanahan  dengan  melakukan kegiatan pendaftaran  tanah, pemerintah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan vang mengatur berkaitan dengan
pendafiaran tanah. Adapun peraturan terscbut secara filosofis dilandaskan pada
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1943, vang isinya mencgaskan
bahwa: Bumi din air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnva dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakvat. Dari
dasar ketentuan tersebut, kemudian moncullab peraturan perundangan yang
mengatur pendaftaran tanah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-undang ini merupakan ketentusn pokok yang mengatur persoalan
pgraria di Indonesia. Pada salah satu pasalnya, vaitu Pasal 19 mengatur
mengenai pendaftaran tanah. Adapun ketentuan Pasal 19 tersebut terdiri dari 4
ayat sebagai berikut;

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendafiaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan
vang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran terscbut dalam ayat {1) pasal ini meliputi;

a, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

¢. pemberian surat-surat tanda bukti hak, vang berlaku scbagai alat
pembuktian vang kuat,

(3) Pendaftaran tanah disclengparakan dengan mengingat keadaan Negara
dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggarnannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria,

{(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biava yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa
rakvat vang tidak mampu dibebaskan dan pembayaran biava-biaya
tersebut,

D ketentuan o1 atas, diketahwl bahwa Pasal fersebut memberikan amanat

pengaturan  lebih lanjut mengenai pendafiaran tanah pada peraturan
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pemerintah, Artinya, pendaflaran tanah akan diatur dalam suatu peraturan

pemerintah tersendiri,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang
MNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria,
yang memerintahkan disclenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka

menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan ketentuan  persturan pemerintah ini, pendaftaran  tansh
diselenggarakan oleh Jawatan Pendafiaran Tanah yang ditetapkan olch
Menteri  Agraria uniuk masing-masing daerah. Pendaftaran tanah
diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan

it

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan pemerintabh ini, hingga sckarang masih berlaku sebagai peraturan
pemerintah vang mengatur mengenai pendafiaran tanah. Salah saru landasan
pemikiran dikeluarkannya peraturan pemerintab ini adalah bahwa Peraturan
Pemerimah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang
tidak dapat lagi sepenubnya mendukung tercapainya hasil yang lebih
nyata pada pembangunan  nasional, schingga  perlu dilakukan
penyempurnaan. Sesuai Pasal 63, keberlakuan peraturan pemerintah ini

mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah

" Pasal | dan 2 PP No., 10 Tahun 1961,



Momor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171).

Peraturan  Pemenntah  im1 diundangkan karena dalam  kenyataannya
pendaftaran tanah vang disclenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup
memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 35 juta bidang tanah bak
yang memenubi  syaral untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta
bidang yang sudah didaftar. Dalam pada itu, melalyi pewarisan,
pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang
memenuhi  syarat  untuk  didallar selama pembangunan Jangka Panjang
Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 jua, Hal-hal vang
merupakan  kendala  dalam  pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping
kekurangan angparan, alat dan tenaga, adalah keadaan obvektif tanah-
tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah
vang luas, sebagian besar pengussasnnya tidak didukung oleh alat-alat
pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercava  kebenarannya.
Selain ity ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum
cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendafaran dalam
waktu vang singkat dengan hasit yang lebih memuaskan, Sehubungan
dengan ity maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik
pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang

pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penvempumaan  pada
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ketentuan vang mengatur pendaflaran tansh, vang pada kenyataannya

tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan, '

Dalam Peraturan Pemerintah vang menyempurnakan Peraturan Pemenintah
Nomor 10 Tahun 1961 imni, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang
digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan
dan  bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif,  tetapi vang
mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda
bukti hak vang berlaku schagai alat pembuktian vang kual, seperti yang
dinyatakan dalamn Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32
avat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, Pendaftaran tanah juga tetap
dilaksanakan melalui dva cara, yaitu pertama-tamna secara sistematik yang
meliputi wilayah sat  desa atau kelurahan atau sebagiannya  vyang
terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu
pendaftaran mengenai  bidang-bidang tanah atws  permintaan  pemegang

atau penerima hak vang bersangkulan secara individual atau massal *

Penyempurnaan vang diadakan meliputi penegasan berbagm hal yang
belum jelas dalam peratwran wvang lama, antara lain  pengertian
pendaftaran tanah itu sendiri, azas-azas dan tujuan penyelengparaannya, yang
disamping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebul di atas juga

dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap

" Op, Cit. Penjelasan Umum PP Ne, 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah,
G .
Ibid.
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mengenai data fisik dan data  yuridis mengenai  bidang  tanah  vang
bersangkutan. Prosedur pengumpulan  data penguasaan  tanah  juga
dipertegas dan  dipersingkat serta  disederhanakan. Guna menjamin
kepastian hukum di bidang penguasaan dan  pemilikan tanah factor
kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, Dan
pengalaman ‘masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai
akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena iw
masalah pengukuran dan pemetaan serta penvedizan peta berskala besar
untuk  keperluan penvelenggaraan pendafiaran tanah merupakan hal yang
tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu
mendapat perhatian vang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka
pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam  penyajian data

penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.”’

Perkembangan teknologi  pengukuran dan  pemetaan, seperti  car
penentuan  titik  melalui  Global Positioning  System (GPS) dan
komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan dapat dipakai di dalam pendaftaran tanah.
Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang harus
didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global Posisitioning System
(GPS)  dan  komputerisasi  pengolahan dan penyimpanan data perlu

dimungkinkan yang pengaturannya diserahkan kepada Menteri,™

¥ Ibid,
2 ihid.



Disamping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftoran tansh secara
sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam Kenvatasnnya
akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan
massal yvang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan
makin meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanah secara  sisternatik
diutamakan “karena melalui cara it skan memnpercepat perolehan  data
mengenai  bidang-bidang tanah yang akan didafiar dari pada melalui
pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari
Pemerintah, diperlukan  waktu unuk  memenvhi  dana, tenaga  dan
peralatan yang diperlukan, Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada
suatu rencana kega yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan
rencana pelaksanaan tabunan yang berkelanjutan melalui wji  kelayakan

agar berjalan lancar,™

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi
vang lengkap mengenm  bidang-bidang  tanah  diperlegas dengan
dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-
bidang tanah yang data fisik dan atau data vundisnya belum lengkap atau
masth disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belem
dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Dalam rangka memben
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan
Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana  kekuatan
pembuktian sertipikal, vang dinyatakan schagai alat pembuktian vang kuat

oleh UUPA, Untuk e diberikan  ketentuan  bahwa selama  belum

* Thid



dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data vuridis vang dicantumkan
dalam sertipikat harus diterima sebagm data yang benar, baik dalam
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam  sengketa di Pengadilan,
sepanjang data terscbut sesuai dengan apa vang tercantum dalam surat
ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah
bersertipikat atas nama orang atau badan hukem lain, jika selama 5
{lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipitkmt itu dia tdak mengajukan
gugatan pada Penpadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau
badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyvata
dikuasai olehnva atau oleh orang lain atsu badan hukum vang mendapat

persetujuannya (Pasal 32 ayvat (2) Peraturan Pemerintah 1'ni}l.}L

Dengan  demikian maka makna dan  pemyataan, bahwa  serlipikat
merupakan alat pembuktian yang kwat dan bahwa tujuan  pendafiaran
tanah vang diselengparakan adalah dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti
praktisnya, sungpuhpun sistem publikasi vang digunakan adalah sistem
negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi azas pemberian perlindungan
vang seimbang baik kepada pibak vang mempunyai tansh dan dikvasai
serta  digunakan sebagaimana mestinya mavpun  kepada pihak vang
memperoleh dan menguasainyva dengan itikad baik dan dikuatkan dengan
pendaftaran tanah yang bersanpkutan atas namanya. Sengketa-sengketa dalam

menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama diusahakan untuk

“ Ibid.



diselesaikan mefalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru
selelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilahkan

yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan.™

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam
rangka chm:Jiharann data pendaflaran tanah, maka pokok-pokok tugas
Pzjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara  melaksanakannya
mendapal  pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini. Tidak adanya
sanksi bapi pihak vang berkepentingan untuk mendaflarkan perbuatan-
perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT,
diatasi dengan diadakannya ketentwan, bahwa PPAT dalam waktu
tertentu diwajibkan menyampaikan akts tanah yang dibustnya beserta
dokumen-dokumen vang bersanghkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
keperluan pendaftarannya, Ketentuan ini  diperlukan mengingat  dalam
praktek tidak selalu berkas vang bersangkutan sampai kepada Kantor
Pertanahan. Dari apa vang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan
Pemerintah yang baru mengenai pendaftaran tanah im disamping tetap
melaksanakan pokok-pokok  vanp  dipariskan  oleh  UUPA,  memuat
penyempurnaan  dan penegasan  yang diharapkan  akan  mampu  untuk
menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendafiaran

tanah yang lebih ::.-:pu[.‘t{'

* Thid.
** Thid.



4. Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintih Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agrarin'Kepala Badan Pertanahan Nasional ini
dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa: dalam  rangka penvelengparaan
pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agrara  telah
diterbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang
Pendaftaran Tanah sebagal pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; dan bahwa sehubungan dengan itu
perlu menetapkan Ketentuan lebih lanjul sebagai pelaksanaan Peraturan
Pemerintah MNomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan Peraturan Menteri
Mepgara Aprana/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pada dasarmya ketentuan
Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional ini
mengelaborasikan ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri
'['-'-Ia:guru AgrariaKepala Badan Penanahan Nasional ini berlaku sebagai
pedoman teknis bagi BPN dalam menyelenggarakan kegiatan pendaftaran
tanah yang menjadi kewenangannya.

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionnl Nomer 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan
Masional Nomor 3 Tahun 1997 wentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun peraturan Kepala Badan Pertanahan MNasional mi pada dasarnya

mengubah ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Negara Agrana’kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 temtang Ketentuan
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Perubahan tersebut menjadikan bunyi pasal 96 sebagai berikui:

(1) Bentuk-bentuk akta vang dipergunakan di dalam pembuatan akta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dan cara
pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 s/d 23 dan
terdiri dari bentuk:

a. Akta Jual Beli;
b. Akta Tukar Menukar;
¢. Akta Hibah;
d.  Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan,
e. Akta Pembagian Hak Bersama;
i, Akta Pemberian Hak Tanggungun;
g Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak
Milik;
h, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
(2) dihapus,

(1) Pendafiaran perubahan data pendaftaran tanah sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1} dan pembuatan Akla Pemberian  Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayal (2) udak
dapat  dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar
ketentuan pada ayat (1)

(4) Penyiapan dan pembuatan akta schagnimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masing-masing pejabat pembuat akta tanah, pejabat
pembuat akta tanah pengganti, pejabat pembuat akta tanah sementara, atau
pejabat pembuat akta tanah khusus,

(5} Kepala kantor pertanahan menolak pendaftaran akta pejabat pembuat akta
tanah vang tidak sesual dengan ketentuan schagaimana dimaksud pada

ayat (1)
Secara garis besar, mekanisme/prosedur pendafiaran tanah telah dipetakan dalam
PP No. 24 Tahun 1997, Adapun Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”’
Kegistan pendafiaran tanah untuk pertama kali meliputi:™
a. pengumpulan dan pengolahan data fistk:
b. pembuktian hak dan pembukuannya;

¢. penerbitan sertipikat;

7 pasal 11 PP Wo. 24 tshun 1997,
* Thid, Pasal 12
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d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e, penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:™

a. pendaftaran peralithan dan pembebanan hak;

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya,
Kegiatan penddftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran
tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Masional selako lembaga Negara
vang berwenang di bidang urusan pertanahan. Pada aplikasinya, terutama
ditingkat kantor pertanahan vyang secara langsung berhubungan dengan
masyarakat dalam kegiatan pensertifikatan tanah, terdapat kebijakan-kebijakan
vang diambila oleh kepala kantor pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan
pendaftaran tanah.,
B. Implikasi Hukum Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Dalam

Pendaftaran Tanah
Sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya bahwa pelaksanaan  kegiatan
Pendaftaran Tanah meliputi: kegiatan pendafiaran tanah untuk pertama kali dan
pemeliharaan data pendafiaran tanah. Pada praktiknya, kegiatan pendafiaran tanah
untuk pertama kali yang dapat dilakukan baik secara sistematik mupun secara
sporadik dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, sehingga kebijakan yang ada

cenderung tidak merugikan masyarakat.

Persoalan berbeda terjadi dalam pemeliharaan data pendafiaran tanah vang juga
mewajibkan untuk dilakukan pendaftaran. Peralihan hak atas tanah yang wajib

didaftarkan di kantor pertanahan pada tataran pelaksanaannya sangat mungkin

= Ihid.



menimbulkan kondisi tertentu yang berbeda dari pengaturannya dalam peraturan
perundang-undangan pendafiaran tanah. Kondisi tersebut dapat berupa kebijakan
vang diambil kepala kantor pertanahan dalam kegiatan pendafiaran pemeliharaan

data pendaftaran tanah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, di beberapa daerah
tertentu™, terdapat kebijakan yang diambil kepala kantor pertanahan dalam
kegiatan pemcliharaan data pendaftaran tanah yang jika dilihat lebih lanjut
sebenarnya tidak diatur atau justru bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997
Adapun kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor pertanahan secara subjektif seringkali mengenyampingkan
Pasal 37 avat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga meskipun tanpa dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT peralihan hak tetap dapat didaftarkan.
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas
‘tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akia yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pada ayat {2) ditegaskan bahwa: Dalam keadaan tertentu scbaguimana yang
ditentukan oleh Menteri, Kepal: Kantor Pertanahan dapat mendaftar
permindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan

warga negara Indonesia vang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh

 Qeperti di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung,
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PPAT, tetapi vang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar
kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang
bersangkutan. Jika dilihat pada penjelasan Pasal 37 dapat diketahui bahwa
pengecualian tersebut perlu diberikan dalam keadaan tertentu vaitu uniuk
daerah-daerah vang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara, untuk
memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Namun
vang seringkali terjadi, seolah dalam keadaan tertentu menurut Ketentuan ayat
(2) Pasal 37 ini bebas ditafsirkan oleh kepala kantor pertanahan, sehingga di
daerah perkotaan atau pedesaan yang sebenarnyva tidak masuk Kategori daerah
terpencil secara logis, namun mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah

hak milik tetap dilakukan.

Jika dicermat, kondisi ini cukup menghawatirkan karena tdak adanya
rincian/kejelasan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
‘tentang Pendaftaran Tanah maupun dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, mengenai keadaan tertentu berupa kriteria daerah-daerah
vang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara sebagaimana dimaksud
pada Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997. Keadaan tertentu berupa kriteria daerah-
daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT sementara tersebut harus
diperjelas, sehingga kepala kantor pertanahan tidak menafsirkan sendiri

kondisi tersebut, agar lebih tercipta kepastian hukum.
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Adapun dari sisi implikasi hubkum, kebijakan kepala kantor pertanahan
tersebut jika dibadapkan dengan Pasal 37 PP No, 24 Tahun 1997, skan
berimplikasi sebagai berikut:

a) Kebijjakan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang
dilakukan kepala kantor pertanahan bertentangan dengan Pasal 37 PP MNo.
24 tahun 1997 sehingga pemindahan hak yang dilakukan tidak sah,
Implikasi berlaku sepanjang kepala kantor pertanahan dengan tcrang-
terangan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik di daerah
perkotaan yvang sudah pasti tidak termasuk kategori daerah terpencil
sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997,

b) Kebijakan mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik vang
dilakukan kepala kantor pertanahan tidak bertentangan dengan Pasal 37 PP
No. 24 tahun 1997 sepanjang kepala kantor pertanahan hanya mendaftar
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik di daerah terpencil
sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997.

Mamun sebenarnya, akan lebih baik jika ketentuan Pasal 37 PP No. 24 ahun

1997 diperinci secara jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun

kesalahan pengambilan kebijakan oleh kepala kantor pertanahan, Agar

ukurannya menjadi jelas dan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan

hukum.

. Kepala kantor pertanahan dalam hal peralihan hak karena waris, mengambil
kebijakan mensvaratkan akia pembagian hak bersama (APHB) vang dibuat
dihadapan PPAT khusus untuk bidang tanah vang sudah terdaftar/sudah

memiliki sertifikat vang ahli warisnya lebih dari satu orang dan para ahli waris
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sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada salah satu ahli

waris  tertentu’

Jika ingin mendafiarkan peralihan haknya di  kantor
pertanahan, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997,
schingga cenderung mempersulit masyarakat vang ingin mendafiarkan

peralihan haknya.

Adapun prosedur Peralihan Hak Karena Pewarisan diatur dalam Pasal 42 PP

No. 24 whun 1997, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewdrisan mengenal bidang
tunah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun
sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan
kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak vang bersangkutan, surat
kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan
surat tanda bukti sebagai ahli waris,

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib
diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (1) huruf b,

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendafiaran peraliban
hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda
bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak

tersebut didaftarkan disertai dengan akts pembagian waris vang

*! Persayaratan ini berlaku pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung,
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memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun tertentu jatuh kepada secorang penerima wansan tertentu,
pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun 1tu dilakukan kepada penenma warisan  yvang  bersangkutan
berdasarkan surat tanda bukti sebagar ahli waris dan akia pembagian
warls tersebut.

{3) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satvan rumah
susun yang mecnumit akita pembagian waris harus  dibapi  bersama
antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada
akia pembagian warisnva, didaftar peralihan haknya kepada para penerima
waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan sural tanda

bukti sebagai ahli waris dan/ataw akta pembagian waris tersebut.

Peralihan Hak Karena Pewarisan vang diatur dalam Pasal 42 PP No. 24 tahun
1997, di atas kemudian diclaborasi kembal dalam Pasal 111 Permen
Agraria/Kepala BPN yang ketentuannya adalab sebagan bertkut:

(1} Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan
melampirkan:

4. sertipikat hak atas tanah atau sertiptkat Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanoh vang belum
terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997,

b. sural kematian atas nama pemegang hak vang tercantum dalam

sertipikat  yang bersangkutan dari  Kepala DesaLurah  tempat
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tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas
keschatan, atau intansi lain yang berwenang;

c. surat tanda bukti sebapai ahli waris yang dapat berupa:

1) wasiat dari pewaris, atau

2) putusan Pengadilan, atau

3} ]';tnulrapan hakim/Ketua Pengadilan, atau

4} bagi warganegora Indonesia penduduk asli: surat keterangan
ahli waris vang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan
oleh 2 {duwa) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu
meninggal dunia; bagi warganepara Indonesia  keturunan
Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, bagi
warganegars Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat
keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila vang mengajukan
permohonan  pendaftaran  peralih-an hak bukan ahli waris vang
bersangkutan;

e.  bukti identitas ahli waris;

{2) Apabila pada waktu permohonan pendafiaran peralihan sudah ada putusan
pengadilan atau  penctapan hakim/Ketua  Pengadilan  atau  akta
mengenai  pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penctapan
atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

35



(3} Akta mengenai pembagian waris schagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli
waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.

(4) Apabila ahli waris lebih dari | (satu) orang dan belum ada
pembagian  warisan, maka pendaftaran peralthan haknva dilakukan
kepada ]?m.ra ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian
hak selanjutnva dapat dilakukan sesvai ketentuan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun [997,

{3) Apabila ahli waris lebth dari | {satu) orang dan pada waki
pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang
memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan,
maka pencatatan peralithan haknya dilakukan kepada penerima wansan
vang bersangkutan berdasarkan akta pembagian wans tersebut.

{F;} Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ind
dalam daftar-dafiar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105.

Jika dilihat mengenai peralthan hak karena pewarisan sebagaimana ketentuan
di atas, memang tidak ada yang mensyaratkan akla pembagian hak bersama
{APHE) vang dibuat dihadapan PPAT khusus untuk bidang tanah vang sudah
terdaftar/sudah memiliki sertifikat vang ahli warisnya lebih dari satu orang
dan para ahli waris sepakat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada
salah satu ahli waris tertentu. Namun jika mengacu pada ketentuan Pasal 51

PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pembagian Hak Bersama,
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akan didapati ketentuan berikut: Pembagian hak bersama atas tanab atau hak
milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak
bersama  didaftar berdasarkan ukta yang dibuat PPAT yang berwenang
menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para
pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Adapun
pada penjeldsan dipaparkan bahwa pada saatnya suatn hak bersama, baik
vang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingpa
menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama
tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi
pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang
hak bersama memperoleh bagian, Dalam  pembagian  harta  waris
seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari
keseluruhan penerima  warisan, asalkan hal tersebut disepakati  oleh

selurubh penerima warisan sebapai pemegang hak bersama,

Dengan melihat pada ketentuan Pasal 51 tersebut, maka akan dapat dipahami
bahwa kebijakan yang diambil kepala kantor pertanahan dalam mensyaratkan
akta pembagian hak bersama (AFHB) vang dibuat dihadapan PPAT, khusus
untuk bidang tanah yang sudah terdaftar/sudah memiliki sertifikat vang ahli
warisnya lebih dari satu orang dan para ahli waris sepakat untuk menyerahkan
harta warisan tersebut kepada salah satu ahli wars tertentu, dilakukan untuk
menjaga agar tidak terjadi permasalahan hukum yang timbul dikemudian han,
Meskipun dengan menambabkan svarat APHB  tersebut  cenderung
mempersulit mereka vang ingin mendaftarkan haknva karena pewarisan,

namun kemanfaatan yang diusung cenderung lebih buik. Karena penambahan



APHB schagai syaral tersebut tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997, maka
kebijakan vang diambil kepala kantor pertanahan dengan menambahkan syarat
tersebut dari sisi substansi sebenarnya tidak melanggar PP No. 24 Tahun
1997, sehingga meskipun implikasinya menambah persyaratan, kebijakan
tersebut cukup baik karena bertujusn mencegah terjasinya persoalan hukum
yvang dapt muncul dikemudian hari antar sesama penerima waris ataupun

keturunannyva.
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BAR WV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan pendaftaran tanah delam peraturan perundang-undangan vang
berlaku di Indonesia secara filosolis berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, vang kemudian menjadi dasar pembentukan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 rtentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok  Agraria. Pendattaran tanah secara khusus pertama kali
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 temang
Pendaftaran  Tanah yang sekarang imi sudah dicabut dan menjadi tidak
berlaku karena keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pengaturan pendaftaran tanah kemudian
dielaborasi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan
Pertanahan Masional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang telah mengalami perubahan dengan keluamya Peraturan Kepala
Badan Pertanahan MNasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Negara Apraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional



Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah.

. Kehijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah yang muncul
pada saat pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat berupa mendaftar
pemindahan hak atas bidang tansh hak milik dengan tidak memperhatikan
ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, Kebijakan kepala kantor
pertanahan tersebut jika dihadapkan dengan Pasal 37 PP No. 24 Tahun
1997, dapat berimplikasi sebagai berikut:  Kebijakan mendaftar
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yvang dilakukan kepala kantor
pertanahan bertentangan dengan Pasal 37 PP No, 24 whun 1997 schingga
pemindahan hak yang dilakukan tidak sah. Implikasi berlaku sepanjang
kepala kantor pertanahan dengan terang-terangan mendaftar pemindahan
hak atas bidang tanah hak milik di daerah perkotaan vang sudah pasti idak
termasuk kategori daerah terpencil sebagaimana dimaksud penjelasan
Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997; atau Kebijakan mendaflar pemindahan
hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan kepala kantor pertanahan
tidak bertentangan dengan Pasal 37 PP No. 24 whun 1997 sepanjang
kepala kantor pertanshan hanya mendaftar pemindahan hak atas bidang
tanah hak milik di daerah terpencil sebagaimana dimaksud penjelasan
Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997, Kebijakan yang diambil Kepala kantor
pertanshan dalam mensyaratkan akta pembagian hak bersama (APHB)
vang dibuat dihadapan PPAT khusus wntuk bidang tanah yang sudah
terdaftar/sudah memiliki sertifikat vang ahli warisnya lebih dari satu orang

dan para ahli wars sepakat untuk menverahkan harta warisan tersebut
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kepada salah satu ahli waris tertenty, dilakukan untuk menjaga agar tidak
terjadi permasalahan hukum yang timbul dikemudian han, Meskipun
dengan menambahkan syarat APHB tersebut cenderung mempersulit
mercka vang ingin mendaftarkan haknya karens pewarisan, namun
kemanfaatan vang diusung cenderung lebih baik. Karena penambahan
APHB sébagai syarat tersebut tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 1997,
maka kebijjakan vyang diambil kepala kantor pertanaban  dengan
menambahkan syarat tersebut dari sisi substansi  sebenarnya  tidak
melanggar PP No. 24 Tahun 1997, sehingga meskipun implikasinya
menambah persyaratan, kebijakon tersebut cukup baik karena bertujuan
mencegah terjadinya persoalan hukum vang dapat muncul dikemudian hari

aniar sesama penerima waris ataupun keturunannya.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi vang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Perlu dilakukan perubahan pada Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai
pengaturan keadaan tertentu, Akan lebih baik jika keadaan tertentu yang
dimaksud diperinci dalam batang tubuh schingga tidak menimbulkan multi
interpretasi yang dapat menjadi celah penyalahgunaan wewenang sehingga
berpotensi merugikan masyarakat. Perubahan perlu dilakukan untuk
menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum.

Dalam membuat kebijakan sebaiknya kepala kantor  pertanahan
memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan

kesalahpshaman dalam kegiatan pendafiaran tanah.
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